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- BUPATI KARANGANYAR,

. bahwa urusan pemermtahan bidang" pend1d1kan dan‘r’ R

b1dang kebudayaan di Daérah dilaksanakan oleh D1nas ‘
Pendldlkan dan Kebudayaan

. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan

, Pemermtahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas,

fungs1 dan tata kerja;

: be}hwa - berdasarkan pértimbéngan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b- diatas, perlu -
menetapkan Peraturan - Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan

.Undang-Undang Nomor 13 - Tahun 1950 tentang

| Pembentukan Daerah- daérah. - Kabupaten Dalam
' Li;n'g'kungan Provinsi Jawa Tengah; . ,

; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

: Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

' _Indonema Tahun 2014 -Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor - 5587) sebagalmana
telah diubah beberapa kali terakhir- dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a ‘Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan .Lembaran Negara Republik

‘Indonesm Nomor 6573), ,

»
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Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

|

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneS1a

|

- Tahun 2016 Nomor 114, ’I‘ambahan Lembaran Negara

Rep}ublik Indonesia”Nornor 5887) sebagaiman’a telah

dlubah dengan Peraturan Pemeuntah Nomor 72 Tahun = °

20 19 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah |
‘Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah :

‘(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 19
Nor.nor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesm Nomor 640?), :

;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

|

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lernbaran '

Daf:rah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor. 16

~Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor. 67) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan :
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten -
Ka'ranganyar . Nomor 16 Tahun 2016 | tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
'Kabupaten Karanganyar Nomor 113)

| -
i MEMUTUSKAN e

|

. Menetapkan : - PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI TUGAS . DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- BABI
KETENTUAN UMUM

‘Pasal 1

Dalam Peraturan Bupaﬁ ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

/ ‘Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. . '
Pemerintah Daerah adalah Bupadti sebagai unsur"i

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
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| Bupat1 adalah Bupatl Karanganyar :

'dalah unsur pembantu Bupat1 dan
aﬁ Rakyat Daerah dalam ,
penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menjadi . k
kewenangan Daerah. ' : :
Sekretans Daerah adalah lepman dari Perangkat )
Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah

Daerah yang bertugas mengoord1nas1kan Perangkat

Perangkat D e
Dewan P

: Daerah

! D1nas Pendidikan dan Kebudayaan selanJutnya ) “

d1\sebut Disdikbud adalah Perangkat Daerah yangg

melaksanakan urusan pemermtahan bidang

,pend1d1kan dan b1dang kebudayaan di Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendldlkan dan.
Kebudayaan di Daerah.

VUmt Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

d1s1ngkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan

atau ~unsur teknis penunjang ; tertentu Dxnas
‘ 'Pendldlkan dan Kebudayaan.

. Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok jabatan yang' _
‘bcnm fungsi dan tugas berkaitan dengan pclayanan« o

fx’mgsmnal yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampﬂan tertentu.

Subkoordmator adalah pe)abat fungsmnal ‘Ahli Muda
yang d1ber1kan tugas dan- fungS1 koordinasi serta
p?ngelolaan keg1atan sesuai b1dang tugasnya dalam A'
suatu satuan- kerja sebaga1mana diatur peraturan

perundang-undangan tentang orgamsam dan tata
kexja 1nstans1 :

. BABIl L
' KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

D1sd1kbud d1p1mpm oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

L di bawah dan bertanggung: Jawab kepada Bupati melalui

Sekretans Daerah.

()

\ ' ' Pasal 3
Susunan organisasi D1sd1kbud terdiri dari
a. Kepala Dinas;

b :ekrctanat membawahkan :

1. Subbagian Keuangan,

2. Subbagian Umum dan Kepegawalan, dan
3. Kelompok J abatan Fungs1ona1




(2)

Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan-
Ma‘.syarakat ‘membawahkan : |

1. Scks1 Pendidikan Anak Usia Dini;

2. | Seks1 Pendidikan Masyarakat; dan

3. | Kelompok Jabatan Fungsmnal

B1dang Sekolah Dasar, membawahkan

1. \Seks1 Kurlkulum dan Penjamlnan Mutu

- | Sekolah Dasar;

2.! Seksi Guru dan Tenaga Kependldlkan Sekolah
| Dasar; dan .

3. ’ Kelompok Jabatan Fungsional.
B1§ang Sekolah Menengah Pertama,
membawahkan: '

1. ‘ Seksi Kurikulum dan PenJamman Mutu
| Sekolah Menengah Pertama;

2.| Seksi Guru dan Tenaga chcnd1d1kan Sekolah
| Menengah Pertama; dan '

3, \ Kelompok Jabatan Fungsmnal

kg.

B;dang, Kebudayaan membawahkan Kelompok
Jébatan Fungsional;

UPTD dan.

h. Kelompok Jabatan Fungsmnal

Bagan Susunan Organisasi Disdikbud sebo.gnlmo.nn :

tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

'BABII
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

|
\

|

[ .
i ,
| Kepala Dinas =~
\

. .- Pasal4

k Kepala Dinas 'meinpunyai ‘tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan -

bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan
. tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam

i

5 Pasal 5

Pasal 4, chala Dinas mempunya1 fungsi :

a.

-

perumusan kebijakan pada bldang pendidikan dan
bxdang kebudayaan;

‘pelaksanaan kebijakan pada b1dang pendidikan dan
: b1dang kebudayaan;

|
[
|



c. ‘pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang
| pend1d1kan dan bidang kebudayaan;

e. Pelaksanaan administrasi D1sd1kbud dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

funésmya

| Bagian Kedua
Sekretariat .

| | - Pasal6 :
 (1), Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b mcrupakan unsur pembantu Kepala
Dinas.
(2) Sekretarlat dipimpin oleh Sek1 etaris, berada di bawah
' dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 Pasal 7 |

‘ Sekretans mempunyai . tugas melakukan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan . mchput1 ‘pembinaan
ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,
ker_yasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

ketata‘.laksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan

administrasi.
‘ Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mémpunyai fungsi:
a. pengkoordmasmn kegiatan,;
b. pengkoord1nas1an dan penyusunan rencana dan
~ program kerja; -
c. pembmaan dan pembenan dukungan administrasi yang .
: mehputx ketatausahaan, = kepegawaian, hukum, - .
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan .
_‘masyarakat arsip dan dokumentasi; o
;pengkoordinasian tata laksana; ,
e. 'gpengkobrdinasian dan penyusunan peraturan
' j]perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi
‘hukum;
:pengko'ordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian
‘intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
‘ dokumentas1,
g. ‘penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
‘pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan

i. | pelaksanaan tugas lain  sesuai dengan tugas  dan
fungsmya -




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 9

Subbaglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
h'uruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagxan yang -
berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretarls

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perencanaan  program Kerja, pengeloalaan -
keuangan dan aset serta pelaporan.
, ‘ - Pasal 10

|

éubbagian sebaga‘imana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

' huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. -

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan
Bahan perumusan dan . pelaksanaan  kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan
ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama,
kears1pan, informasi - dan  kehumasan, dokumen,
keorganisasian, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
’ ' , Bagian Ketiga

!

Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
|

| : : . Pasal 11

(1) léidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

merupakan unsur pelaksana pendldlkan usia dini dan

pendldlkan masyarakat.

- (2) Bldang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

d1p1mp1n oleh Kepala Bldang, berada di bawah dan

bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.
i .
‘w Pasal 12

| . 2
Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
\ :

mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan

: kebgakan ‘pemantauan, evaluasi dan pelaporan b1dang

pendldlkan anak usia dini dan pendidikan masyarakat..

[
|
|
|
|
|




‘ Pasai 13

Dalam mclaksanakan tugas sebagalmana d1maksud dalam

Pasal 12 Bldang Pendldlkan U31a Dini dan Pend1d1kan

Masyarakat mempunyal fungs1

a.

|
penyusunan kebgakan pada b1dang pend1d1kan usia dini,

pend1d1kan masyarakat dan sarana prasarana;

pelak\sanaan kebuakan pada bldang pendldxkan usia dini,

\ pend1d1kan masyarakat dan sarana prasarana,

.()

pelaksanaan b1mb1ngan teknis pendidikan usia’ d1m, ‘

: pend1d1kan masyarakat dan sarana prasarana,

pemantauan, evaluas1 dan pelaporan pada - bldang

pend1d1kan usia dini dan pend1d1kan masyarakat dan

‘pelaklsanaan tugas lain  sesuai dengan tugas dan‘

fungSinya.

V Pasal 14 .
Seks1 sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
‘huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Seks1 yang berada |

| ~‘d1bawah dan bcrtanggung Jawab kepada Kepala Bldang

@

e

Kepala Seks1 Pend1d1kan Anak Usia Dini sebagaunana
'dlmaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas peny1apan

~bahan perencanaan perumusan dan - pelaksanaan

B kebgakan, pemantauan, evaluasx dan * pelaporan

pendldlkan anak usia dini.

)} | ~ Pasall5 o
SekS1 sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1)

, hurl'lf c angka 2 d1p1mp1n oleh Kepala Seks1 yang berada |

- ]
~ d1bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bldang

(2)

Kepala Sek51 Pend1d1kan Masyarakat sebagaumana

|

dlma‘lksud pada ayat (1) fneiaksanakan tugas penyiapan

bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan

: ~keb11akan, pemantauan,‘ ' evaluasi dan pelaporan -

| ,
penc?dlkan masyarakat.



Baéian Keempét .
Bidang Sekolah Dasar

Pasal 16 o .
(1) Bidang Pendldxkan Dasar adalah unsur pelaksana w
pend1d1kan sekolah dasar.

| (2) B1dang Sekolah Dasar d1p1mp1n oleh Kepala B1dang,

berada di bawah dan bcrtanggung Jawab kepada Kepala g
D1nas ‘

‘ : Pasal 17 ‘
B1dang ‘Pendidikan Dasar sebagmmana dnnaksud dalam‘

~ Pasal 16 ayat (2) mempurtyai tugas perencanaan perumusan. -

dan pelaksanaan kebgakan, pemantauan, evaluasi dan

: pelaporan pendidikan sekolah dasar.

| t | | | _Pas‘aI,18 -
Dalam m’elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 Kepala Bidang Sekolah Dasar mempunym fungsi:

a. penyrusunan kebijakan tekms pada bldang kurikulum,

vpenJamman mutu, guru dan tenaga kepend1d1kan
: sekolah dasar;

b. pelalfsanaan kebgakan tekrus pada b1dang kunkulum,

penjaminan mutu, guru dan tenaga kcpcnd1d1kan
- sekolah dasar;. ‘

e pelaksanaan b1mb1ngan tekms kurikulum, pcn_]amman ‘

mutu, guru dan tenaga kepend1d1kan sekolah dasar; =
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan ‘pada bidang
' -kunkulum,, penjaminan mutu, guru dan tenaga

'kependu:hkan sekolah dasar;dan ‘

‘e pelaksanaan tugas lam . sesuai dengan tugas dan'

fungls.mya

\,
Pasal 19 ‘ ‘

(1) Seksi sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) =
~ ‘huruf d angka 1, d1p1mp1n oleh Kepala Seksi yang
 berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala o

: Bld'ang
(2) Keaala Seksi Kunkulum dan Penjamman Mutu Sekolah
: Das‘,ar sebagalmana d1maksud pada ayat (1)»
' ,mel}aksanaka’n tugas penyiapan bahan perencanaan
- perumusan dan pclaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluas1 dan pelaporan kunkulum dan pen_]amman
- mutu sekolah dasar.




, _ Pasal 20 - l
(1) SekSL sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
’ huruf d angka 2, d1p1mp1n oleh Kepala Seksi yang

berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
. Bldang | ‘ '
(2) Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Dasar sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)
' melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
‘ ,perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluas1 dan pelaporan pengelolaan guru ‘dan tenaga
kependldlkan sekolah dasar.

-

| ' Begian Kelima

| B1dang Sekolah Menengah Pertama

!

/ " Pasal2l |

(1) B&dang Sekolah Menengah Pertama adalah unsur
pélaksana pendidikan sekolah menengah pertama.
(2) B;idang Sekolah Menengah Perta_hm dipimpiﬁ oleh
 Kepala Bidang, berada di ‘bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
| © Pasal22 |
" Kepala Bidang Sekolah' Menengah Pertama sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas
peréncénaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
‘pemantjauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
sekolaﬂ menengah pertarna.

?

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama
menyelenggarakan fungsi :.
a. penyusunan keb1_]akan pada bidang kunkulum
- penJamman mutu; guru dan tenaga kepend1d1kan _
sekolah menengah pertama, ‘
_pelaksanaan kebijakan pada bidang kurikulum,

penJamman mutu, guru dan tenaga kepend1d1kan.
sekolah menengah pertama;

N



ey

(1)

)

|
|

: 'Bldang Kebudayaan adalah unsur pelaksana urusan

S pélaksanaan bimbingahv teknis kurikiilum, penjarhinan
- mutu, guru dan 4te.nag:a‘a” kependidikan sekolah

o
menengah pertama;

pemantauan, evaluas1 “dan pclaporan pada bldang., |

kunkulum pen_lamman ‘mutu, guru dan »tenaga '
kependxdxkan sekolah mencngah pertama, dan

pelaksanaan tugas 1a1n sesuai dengan tugas dan
;fungsmya o

Pasal 24
Seksi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

*hurluf e angka 1, d1p1mp1n oleh Kepala Seksi yang
, berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala

Bldang

~Kepala Seksi Kunkulum dan Penjamman Mutu Sekolah

| _
Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

,mcllaksanakan tugas . penyiapan bahan perencanaan
Vperumusan dan pelaksanaan keb1_1akan, pemantauan,

evalua31 dan pelaporan kunkulum dan penjaminan mutu

| sekolah menengah pcrtama

&

: g ,‘ | Pasa.le ; :
Seksi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

“hurufe angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang ‘berada
~ dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,.

Kep‘ala Seksi ‘Guru dan Tenaga Kepend1d1kan Sekolah

, Menengah Pertama sebagalmana dimaksud pada ayat (1); ,

melaksanakan‘ tugas peny1apan bahan perencanaan

- perumusan. dan pelaksanaan kebuakan, pemantauan,A

evaluas1 dan \pelaporan pcngelolaan guru dan tenaga

kepend1d1kan sekolah menengah pertama

\

\ .
4 ] Bagian Keenam

| Bidang Kebudayaan
i} - Pasal 26 -

pemermtahan bidang kebudayaan

Bxdang Kebll.ldayaan d1p1mp1n oleh Kepala. B1dang_
berada di bawah | dan bertanggung Jawab kepada :

‘ ,‘Ke\pala D1nas



~ Kepala Bidang Ke ai}éf sebaga1mana dlmaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) mempunya1 tugas perencanaan perumusan

 dan pelaksanaan kebuakan, pemantauan, cvalua31 dan

pelaporan bidang kebudayaan.

Lo Pasa128

Dalamr melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam;

Pasal 27 Kepala Bidang Kebudayaan mempunya1 fungsi :

a.

penyusunan keb1_]akan tekms : pada bldang

~ Klebudayaan,

" pe':laksanaan kebuakan tekms pada b1dang Kebudayaan; .

Ao

S

- Kebudayaan; dan

pelaksanaan blmbmgan tekms Kebudayaan,

p}emantauan, evaluas1 dan pelaporan pada bldang -

= '+
1

p}elaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan :
kft}mgsinya. ' | ‘

@

~ Bagian Ketujuh
- UPTD

Pasal 29 o 7
Untuk. melai{sanakan tugas  teknis dperasional
dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas
' Pend1d1kan dan Kebudayaan dapat dibentuk UPTD.
UPTD sebageumana.dlmaksud pada ayat (1) dipimpin
~ oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala' Dinas. ‘

Ketentuan lebih lanjut mengenai. pembentukan UPTD
dlatur dengan Peraturan Bupat1 tersendm

Bagian Kedélapén -
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

7(1‘) Kelompok Jabatan Fungsmnal d1tetapkan berdasarkan ~

- peraturan perundang-undangan berada d1bawah dan
bcrtanggung]awab kepada Kepala Bldang




(2) Jumlah Jabatan -Fungsional sebagaimana dimaksud |
’[pada ayat (1) di';entukari berdasarkan kebutuhan dan

'beban kerja.

.|

; | ' Pasai 31

(1) \Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga
-’ fungsmnal yang terbagi dalam kelompok sesuai
 dengan bidang keahhannya '

{2) ’Jems dan jenjang Jabatan Fungsxonal sebagalmana

| dxmaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan

perundang—undangan

|

\

\

| o . ]
. { _ Pasal 32

| .

\

l

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk
| Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
; ‘ sekretariat/bidang.

(2)‘ Jenis dan Jumlah Subkoordinato;' ditetapkan oleh

‘ Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.
I ; , .
i Pasal 33
Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Dinas melalui Seksi/ Subbaglan dan/
atau B1dang/ Sekretanat sesuai jenis dan jenjang jabatannya
yang} memiliki keterkaitan. dengan pelaksanaan tugas
J abatan Fungsional. '
; ‘ BAB IV

] o ' TATA KERJA
| Pasal34
Kepe{la Dinas menyampé\ikan laporan hasil pelaksanaan
urusan pemerintahan kepada Bupau melalui Sekretans

‘ Daer‘ah

|




Pasal 35

| Kepala D1nas membuat usulan anal1s1s Jabatan, peta jabatan,
analisis beban kerja, evaluas; ~jabatan dan standar |

‘kompetensi jabatan kepada.Bupati.

 Pasal 36 |
(1) 'Kepala Dmas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Subbag1an, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam
‘nLelaksanakan tugas .’menerapkan prmsxp koord1nas1,
integrasi, dan sinkronisasi. | S

(2) Kepala Dinas, Sekré_taris, Kepala Bldang, Képalé
S:ubbag1an, Kepala : Séks1 dan  Kepala UPTD

“melaksanakan tugas menerapkan pr1ns1p perencanaan,
g|>engorga‘nsas1an, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
(3) Kepala ‘Dinas, Sekretans, Kepala Bldang, Kepala.
Subbagxan, Kepala Seksi ~dan  Kepala UPTD

melaksanakan Slstem Pengendahan Intern Pemerintah

|
(SPIP).
7l ;
i ' , - Pasal 37 ,

(1) ‘Kep‘alar Dinas bertanggung jawab memirﬁpin,
‘mengoordinasikan dan = memberikan  pengarahan
o , .

- ]terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

(2)' Kepala = Dinas melaksanakan pengawasan = tugas

bawahan dan mengambil langkah-langkah yang |
diperlgkan sesuai' : dengan - ketentuan  peraturan -
per\indang—undangan. '

Pasal 38

Kepala Dinas Wajlb menyampmkan laporan berkala tepat
pada waktunya

, ‘Pasal 39
Dalax)m melaksanakan tﬁgas di wilayah, pimpinan unit
organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat; -




BABV
KETENTUAN ‘PERALIHAN'

1 | Pasal 40
(1) PeJabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati '
, tetap menduduki jabatannya 'dan melaksanakan
tugasnya sampai ‘dengan ditetapkannya ‘pejabat yang -
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupau ini tetap menduduk1 jabatannya dan
-melaksanakan tuga'sn‘ya; sampai dengan ditetapkannya

o . ‘
JaBatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang

berlaku _
(3) Pc;abat Pelaksana sebagaumana dimaksud pada ayat (@)

' bertanggung]awab kepada pe_]abat administrasi di.
atasnya

|
!
i

BAB vI
3 KETENTUAN LAIN LAIN
§
I ' Pasal 41 , .
D1sd1kbud dalam melaksanakan Urusan Pemermtahan dan

: tugasj pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi

bers1fa‘.t koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

\ ‘ Pasal 42
Ketentuan lebih lan_]ut mengenai uraian tugas set1ap jabatan

diatur dengan Peraturan Bupat1 tersendiri.
\

BAB VIl

|
| .

o KETENTUAN PENUTUP
i

|

Pasal 43

' Pada saat Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku, Peraturan

Bupat1 Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsam ’I‘ugas dan Fungsi Tata
Kerjapada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

! — . ,
» Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2016 Nomor 96) dicabut dan d1nyatakan tidak berlaku

|
|
\
\
\



| Pasal 44
- Peratu\fan B_upati' ini mulai berlaku pada tanggal
diunddngkan. '
Agar 7 ‘setiap orang \mengetahUinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan pencmpatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

i
i
\
|
\
!
\
\ ttd
l

| | JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

‘ o
ttd‘ ’ : ]

SUTARNO |

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 102

| | -

o ¥
Salinan sesuai dengan aélinya
’ SEKRETARIAT DAERAH

| KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagla Hukum
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